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Abstract 
This study aimed to determine and to analyze the implementation of Village Fund Allocation 
Policy in Sarudu Village Sarudu District North Mamuju Regency. This study used the theory of 
Edward III stating 4 indicators of policy implementation, namely Communication, Resources, 
Disposition, and Bureaucracy. The research method used was qualitative, and the informants of 
this study were specified purposively deemed to know the problems studied, while the informants 
were Head of Village Governance Division at North Mamuju Board for Village Community and 
Governance Empowerment, Head of Sarudu Village, Secretary of Sarudu Village, Speaker of 
Sarudu Village Consultative Body, and Public Figures of Sarudu Village. The data used were 
primary and secondary data. Data were collected through observation, interview, and 
documentation. The results showed that communication is one of the main factors of policy 
implementation, the socialization intensity of the village fund allocation policy was still lacking. 
Resources are the main factors that must be held by every institution, no any support facility for 
Village Fund Allocation Policy in the form of budget from other income of the village, and human 
resources were revealed that the ability level of the implementers were uneven. Likewise 
Disposition, it was revealed that not every implementer had a good response to Village Fund 
Allocation Policy. While, the inhibiting factor was bureaucratic structure wherein no division of 
tasks between the Project Management Team of Village Fund Allocation and lack of coordination 
in the Project Management Team in implementing the policy. 
Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucracy, Sarudu Village, Village Fund 
Allocation 
 
Desa sebagai komunitas kecil yang 
terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai 
tempat tinggal dan juga dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup masyarakat Desa bergantung 
kepada pertanian (Rahardjo, 2010 : 28). 
Pengertian dari masyarakat itu sendiri adalah 
sekumpulan manusia yang saling 
“berhubungan” atau dengan istilah ilmiah 
yaitu saling “berinteraksi” sehingga dalam 
masyarakat tersebut akan terdapat 
kesepakatan kesepakatan yang telah 
ditentukan untuk bisa ditaati dan dilaksanakan 
oleh setiap anggota masyarkat tersebut. 
Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada 
dalam masyarakat kemudian mendarah daging 
pada setiap warganya, sehingga membedakan 
antara masyarakat yang satu dengan yang lain 
(Soerjono Soekanto, 2006 : 22). 
Sesuai  amanat    Undang - Undang  
Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  
Daerah,  Daerah  mempunyai  kewenangan  
membuat  kebijakan-kebijakan  tentang  Desa,  
terutama  dalam  memberi  pelayanan,  
peningkatan peranserta,  peningkatan  
prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat  
Desa  yang ditujukan bagi kesejahteraan 
masyarakat.   
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  
2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  
menegaskan bahwa  keseluruhan  belanja  
daerah  diprioritaskan  untuk  melindungi  dan 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.   
182 e Jurnal Katalogis, Volume 6 Nomor 2 Februari 2018 hlm 181-196             ISSN: 2302-2019 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan 
ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemahaman Desa di atas 
menempatkan  Desa sebagai suatu organisasi 
pemerintahan yang secara politis memiliki 
kewenangan tertentu untuk mengurus dan 
mengatur warga atau komunitasnya. Dengan 
posisi tersebut Desa memiliki peran yang 
sangat penting dalam menunjang kesuksesan 
Pemerintahan Nasional secara luas. Desa 
menjadi garda terdepan dalam menggapai 
keberhasilan dari segala urusan dan program 
dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila 
dikaitkan dengan komposisi penduduk 
Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 
2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar 
penduduk Indonesia saat ini masih bertempat 
tinggal di kawasan permukiman peDesaan. 
Maka menjadi sangat logis apabila 
pembangunan Desa menjadi prioritas utama 
bagi kesuksesan pembangunan nasional. 
Agar dapat melaksanakan perannya 
dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, 
Desa berdasarkan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan 
kewenangan yang  mencakup:  
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada 
berdasarkan hak asal usul Desa;  
2. Urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten/Kota yang 
diserahkan pengaturannya Kepada Desa;  
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota; dan  
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh 
peraturan perundang-undangan diserahkan 
kepada Desa.  
 Sebagai konsekuensi logis adanya 
kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan 
otonomi Desa adalah tersedianya dana yang 
cukup. Sadu Wasistiono (2006;107 ) 
menyatakan bahwa pembiayaan atau 
keuangan merupakan faktor essensial dalam 
mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, 
sebagaimana juga pada penyelenggaraan 
otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat 
yang mengatakan bahwa “ autonomy “ 
indentik dengan “ auto money “, maka untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri Desa membutuhkan dana atau biaya 
yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan 
kewenangan yang dimilikinya. 
Dengan demikian dalam rangka 
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat, Desa mempunyai hak untuk 
memperoleh bagian dari dana perimbangan 
keuangan pusat dan daerah  yang diterima 
kabupaten. Perolehan bagian keuangan Desa 
dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut  
Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  yang  
penyalurannya  melalui  Kas  Desa  / rekening 
Desa.  
Pemberian Alokasi Dana Desa 
merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa  
untuk  menyelengarakan  otonominya  agar  
tumbuh  dan  berkembang mengikuti  
pertumbuhan  dari  Desa  itu  sendiri  berdasar  
keanekaragamam, partisipasi, otonomi asli, 
demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. 
Melalui ADD ini,  Pemerintah  Daerah  
berupaya  membangkitkan  lagi  nilai-nilai  
kemandirian masyarakat  Desa  dengan  
membangun  kepercayaan  penuh  kepada  
masyarakat untuk mengelola dan membangun 
Desa masing-masing.   
Alokasi Dana Desa yang dikenal 
dengan ADD adalah alokasi dana ke Desa 
dengan perhitungan dari Dana Perimbangan 
yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% 
setelah dikurangi dengan Dana Alokasi 
Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian 
Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan 
amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak 
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dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan 
dalam Pasal 72 ayat (6),dimana Pemerintah 
dapat melakukan penundaan dan/atau 
pemotongan sebesar alokasi Dana 
Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian 
ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat 
kesulitan geografis. Ketentuan mengenai 
penggunaan anggarannya sudah diatur dengan 
jelas. 
Pembagian ke Desa dengan 
meperhatikan indeks/variebel yang sudah 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bobot Kesulitan Geografis langsung 
ditetapkan oleh Kementerian.Setelah dihitung 
berdasarkan formulasi diatas selanjutnya 
alokasi per Desa untuk Alokasi Dana Desa 
(ADD) ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Bupati tentang Perkiraan Alokasi Sementara 
untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Penetapan 
dilakukan sementara dikarenakan realisasi 
yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) berdasarkan transfer dari Pemerintah 
Pusat dan untuk diketahui, komposisi Dana 
Perimbangan beberapa obyek dan rincian 
obyek pendapatan Dana Perimbangan, 
penyaluran ke Rekening Kas Umum Daerah 
menggunakan beberapa regulasi dan 
penyaluran secara bertahap sesuai dengan 
realisasi dari pendapatan itu tersebut. 
Menurut Sahdan, dkk. (2006: 8) 
Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan 
Bendahara Desa. Pengelola ADD tersebut 
secara profesional dituntut untuk mengelola 
ADD secara efektif dan efisian sesuai dengan 
pedoman dalam Peraturan Daerah yang 
berlaku. Kapasitas aparatur Desa sebagai 
pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang 
keberhasilan pelaksanaan program-program 
yang dibiayai ADD. Kemampuan dan 
keterampilan Aparatur Desa sebagai 
pelaksana kebijakan merupakan dasar dari 
pelaksanaan pemerintahan khususnya 
dibidang keuangan dalam mengelola ADD. 
Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara 
dalam melaksanakan program alokasi dana 
Desa (ADD). Adalah sebagai bentuk 
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam 
mengupayakan dan merealisasikan salah satu 
kebijakan yang sudah tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 
2011 yaitu untuk mewujudkan Desa sebagai 
pusat pertumbuhan dan pembangunan. 
Pelaksanaan ADD di Kabupaten Mamuju 
Utara diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 
29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa yang mengacu pada surat 
edaran Menteri dalam Negeri Nomor 
140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang 
pedoman alokasi dana Desa dari pemerintah 
Kabupaten/Kota kepada Desa, sedangkan 
pembagian besarnya Alokasi Dana Desa yang 
diterima oleh masing-masing Desa dilakukan 
secara proporsional dan ditetapkan dengan 
keputusan bupati. Dengan adanya alokasi 
dana Desa diharapkan mampu meningkatkan 
kapasitas keuangan Desa, sehingga mampu 
meningkatkan dinamika pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa, terutama 
terkait pelayanan dasar masyarakat. 
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Kebijakan alokasi dana Desa juga bisa 
menjadi momentum untuk akselerasi 
pembangunan Desa dan sebagai langkah awal 
dalam mewujudkan otonomi Desa. Disamping 
itu, dengan kebijakan diimplementasikannya 
alokasi dana Desa dapat memberikan 
kontribusi yang signifikan untuk secara 
bertahap mengurangi ketertinggalan di 
Kabupaten Mamuju Utara. 
Pemberian bantuan langsung alokasi 
dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan 
atau dana perangsang untuk mendorong 
dalam membiayai program pemerintah Desa 
yang ditunjang dengan partisipasi swadaya 
gotong royomg masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan 
pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian 
bantuan langsung alokasi dana Desa antara 
lain meliputi: 
a. Meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa dalam melaksanakan 
pelayanan pemerintahan, pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat. 
b. Meningkatkan kemampuan lembaga 
kemasyarakatan di Desa dalam hal 
perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian pembangunan secara 
partisipatif sesuai dengan potensi Desa. 
c. Pemerataan pendatapan, menciptakan 
kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha bagi masyarakat Desa. 
d. Mendorong peningkatan swadaya dan 
gotong royong masyarakat dalam 
pembangunan Desa. 
Salah satu Desa penerima Alokasi Dana 
Desa (ADD) di Kabupaten Mamuju Utara 
Adalah Desa Sarudu Kecamatan Sarudu. 
Masih terdapat beberapa masalah terkait 
dengan pengelolaan Alokasi dana Desa, 
dimana masih terdapat Aparat-aparat Desa 
yang tidak mengerti tugas dan fungsinya 
terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa dan 
tidak adanya Sosialisasi kepada masyarakat 
dan akibatnya kurangnya partisipasi atau 
keterlibatan masyarakat, dan kurangnya 
keterlibatan organisasi - organisasi 
kemasyarakatan yang ada di Desa. Ini 
membuktikan bahwa kemampuan pengelola 
alokasi dana Desa baik dari unsur pemerintah 
Desa maupun lembaga kemasyarakat di Desa 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian kegiatan yang  belum baik. 
METODE 
Menurut Bagdon dan Taylor dalam 
Moloeng (2007:4), bahwa metodologi 
kualitatif, prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata 
tertulis dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati.  Menurut Moloeng (2007:9) 
metode ini dipergunakan karena berbagai 
pertimbangan. Pertama, menyesuaikan 
metode kualitatif lebih mudah apabila 
berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, 
metode ini menyajikan secara langsung 
hakikat hubungan antara peneliti dan 
responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan 
lebih dapat menyesuaikan dengan banyak 
penajaman pengaruh bersama terhadap pola-
pola nilai yang dihadapi. 
Berdasarkan karakteristik tersebut 
dengan penelitian kualitatif akan diperoleh 
informasi, selanjutnya dengan informasi 
tersebut peneliti dapat mendeskripsikan, 
menganalisis serta menginterpretasikan 
implementasi kebijakan ADD di Desa Sarudu 
Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Salah satu program Pemerintah adalah 
Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud dari 
pemberian ADD ini adalah sebagai stimulan 
yang berupa bantuan atau suatu dana 
perangsang untuk membiayai dan mendorong 
program pemerintah Desa yang ditunjang 
dengan partisipasi swadaya gotong royong 
masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. 
ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak 
Desa untuk menyelenggarakan otonominya 
supaya tumbuh dan berkembang mengikuti 
pertumbuhan Desa itu sendiri berdasarkan 
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demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, 
otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. 
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 
Anggaran keuangan yang diberikan kepada 
pemerintah Desa, yang mana sumbernya 
berasal dari bagi hasil pajak Daerah serta dana 
dari perimbangan keuangan pusat dan Daerah 
yang diterima setiap Kabupaten. Sesuai 
dengan peraturan Menteri dalam Negeri 
Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan Desa didalam Pasal 18 
yang dinyatakan bahwa “Alokasi Dana Desa 
berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang 
berasal dari perimbangan keuangan pusat dan 
Daerah yang diterima oleh Pemerintah 
Kabupaten/Walikota sebanyak paling sedikit 
10% . 
Pengelolalaan Alokasi dana Desa harus 
dilaksanakan dengan beberapa prinsip 
diantaranya: 
- Setiap Kabupaten yang pendanaannya 
yang diambil dari Alokasi dana Desa harus 
melalui perencanaan,pelaksanaan dan 
evaluasi secara terbuka dengan prinsip 
“dari oleh; dan untuk rakyat”. 
- Semua kegiatan dan penggunaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara 
Administrasi,teknis dan hukum. 
- Alokasi dana Desa harus dimanfaatkan 
dengan prinsif hemat,terarah dan 
terkendali. 
- Jenis kegiatan yang akan didanai melalui 
Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan 
mampu untuk meningkatkan sarana 
pelayanan masyarakat,berupa pemenuhan 
kebutuhan dasar,penguatan kelembagaan 
Desa dan kegiatan lainnya yang 
dibutuhkan masyarakat Desa dengan 
pengambilan keputusan melalui 
musyawarah Desa. 
- Alokasi dana Desa harus dicatat dalam 
Anggaran Belanja dan pendapan Desa 
melalui proses penganggaran sesuai 
dengan mekanisme yang berlaku. 
 
Dengan demikian Alokasi dana Desa 
(ADD) bila diimplementasikan dalam sebuah 
kebijakan, maka seharusnya impelementor 
mengacu pada prinsip dasar dalam 
pelaksananaan program Alokasi dana Desa 
tersebut yang sudah ditetapkan untuk menjadi 
sebuah petunjuk teknis (juknis) 
pelaksanaannya. 
Pada umumnya tugas implementasi 
adalah mengkaitkan realisasi tujuan kebijakan 
publik dengan hasil kegiatan pemerintah. 
Tugas implementasi meliputi kreasi tentang 
sistem pengiriman kebijakan, diDesain 
dengan cara khusus dan diupayakan dengan 
harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Jadi 
kebijakan publik merupakan suatu pernyataan 
yang luas meliputi cita-cita (goals), tujuan 
(objectives) dan cara yang diwujudkan dalam 
program aksi yaitu mencapai tujuan  yang 
telah ditetapkan dalam kebijakan.Untuk 
mengkaji lebih baik suatu  implementasi 
kebijakan publik maka perlu diketahui 
variabel dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
Secara garis besar kita dapat 
mengatakan bahwa fungsi implementasi itu 
ialah untuk membentuk suatu hubungan yang 
memungkinkan tujuan-tujuan ataupun 
sasaran-sasaran kebijakan public diwujudkan 
sebagai “outcome” (hasil akhir) kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. 
Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula 
penciptaan apa yang ada dalam ilmu 
kebijakan publik (policy science) disebut “ 
policy delivery system” (system penyampai/ 
penerus kebijakan public) yang biasanya 
terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana 
tertentu yang dirancang/diDesain secara 
khusus serta diarahkan menuju tercapainya 
tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 
dikehendaki. (Solihin Abd Wahab, 2011:159). 
Untuk itu, diperlukan suatu model 
kebijakan guna menyederhanakan 
pemahaman konsep suatu implementasi 
kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat 
dipakai untuk menganalisis sebuah 
implementasi kebijakan, namun menurut 
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penulis konsep yang dikemukan oleh George 
Edward III akan bisa menjelaskan proses 
implementasi Alokasi Dana Desa (ADD). 
Sejauh mana pelaksanaan kebijakan ini 
telah mencapai tujuannya, yaitu 
meningkatnya penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan 
lembaga kemasyarakatan di Desa dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 
pembangunan serta mendorong peningkatan 
partisipasi swadaya gotong royong 
masyarakat. Kedua pembahasan implementasi 
dalam hubungannya dengan faktor-faktor 
yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, 
kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, 
struktur birokrasi. 
Berdasarkan fokus penelitian yang telah 
diuraikan, maka pada sub bab ini akan 
disajikan hasil penelitian melalui wawancara 
langsung dengan informan yang telah dipilih. 
Adapun hasil penelitian dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
 
1. Komunikasi 
Implementasi Kebijakan akan berjalan 
secara efektif apabila pengambil kebijakan 
mampu mengkomunikasikan kebijakan 
tersebut sebelum direncanakan dan 
diimplementasikan. Komunikasi mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam 
penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu 
kebijakan yang akan disampaikan harus di 
pahami dengan baik oleh pelaksananya. 
Dengan demikian kebijakan tersebut dapat 
dikomunikasikan dan disebarkan dengan 
jelas, akurat dan konsisten serta tidak 
menimbulkan kontradiksi. Keberhasilan 
implementasi kebijakan mensyaratkan agar 
implementor mengetahui apa yang harus 
dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan 
sasaran kebijakan harus ditransmisikan 
kepada kelompok sasaran (target group) 
sehingga akan mengurangi distorsi 
implementasi. Apabila tujuan dan sasaran 
suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak 
diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, 
maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari 
kelompok sasaran. 
Implementasi Kebijakan menurut 
Edward III dalam Leo Agustino (2004; 150) 
dikatakan bahwa komunikasi menentukan 
pencapaian tujuan dalam implementasi 
kebijakan publik. Definisi tersebut 
menjelaskan bahwa tindakan merupakan 
kebijakan yang dibuat pemerintah kabupaten 
Mamuju Utara dalam rangka menciptakan 
pengelolaan Alokasi dana Desa yang 
berkualitas. Selain itu apabila setelah 
pelaksanaan kebijakan publik ternyata 
dampaknya tidak mampu memecahkan 
masalah yang tengah dihadapi masyarakat 
maka dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan 
tersebut telah gagal. Suatu kebijakan publik 
juga bisa mengalami ketidakefektivan dalam 
jangka pendek disebabkan karena beberapa 
faktor diantaranya kebijakan yang dilakukan 
tidak optimal dan detail.  
Sosialisasi adalah proses penanaman 
atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan 
dari satu generasi ke generasi lainnya dalam 
sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah 
sosiolog menyebut sosialisasisebagai teori 
mengenai peranan (role theory). 
Intensitas Sosialiasi Kebijakan Alokasi 
dana Desa (ADD) berkaitan dengan ada 
tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan 
dengan pelaku kebijakan juga terhadap 
public/masyarakat diperoleh keterangan yang 
berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat 
bahwa telah ada sosialisasi mengenai 
kebijakan ADD dan pendapat yang 
menyatakan tidak pernah ada sosialisasi 
mengenai ADD. 
Untuk mengetahui sejauhmana 
sosialisasi kebijakan ADD ini dilakukan 
sebelum sebelum diimplementasikan dengan 
ini peneliti melekukan wawancara dengan 
beberapa informan  . 
Wawancara peneliti dengan bapak 
Muhammad Sarjan, S.Sos Kepala Bidang 
Pemerintahan Desa mengatakan bahwa : 
  “BPMPD Kab. Mamuju Utara 
sebagai instansi yang menjadi mitra utama 
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Pemerintah Desa, tiap awal Tahun kami 
selalu mengadakan Sosialisasi dan pelatihan 
terkait pengelolaan Alokasi dana Desa 
(ADD), baik menyangkut sasaran yang 
dituangkan kedalam penyusunan Anggaran 
maupun pelaksanaanya dan juga menyangkut 
pelaporan/pertanggungjawabannya 
(wawancara pada Tanggal 12 September 
2016).” 
Hasil wawancara dengan Kepala Desa 
Sarudu, Bapak Syukurjaya berkaitan dengan 
sosialisasi ADD menyatakan bahwa :  
“Sebelum ADD ini dilaksanakan penyusunan 
Anggaran, sebelumnya ada sosialisasi yang 
dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Mamuju 
Utara dan diikuti oleh Camat, Kepala Desa, 
BPD, LPMD dan masyarakat. Dan setelah itu 
kami melakukan rapat dengan tokoh 
masyarakat untuk menentukan apa saja akan 
dianggarkan sesuai dengan kondisi 
lapangan” (wawancara tanggal 19 
September 2016). 
Keterangan tersebut diperkuat oleh 
Sekretaris Desa  Sarudu, Bapak Bohari 
mengatakan bahwa:  
“Sudah agenda rutin Pihak Kabupaten telah 
memberikan sosialisasi kepada Desa-Desa 
tentang ADD yang akan diterima dan juga 
petunjuk teknis penggunaannya, dan ditindak 
lanjuti pihak Desa Sarudu untuk melakukan 
musyawarah terkait penggunaannya. Untuk 
kemasyarakat kami anggap bahwa pihak BPD 
sudah mewakili (wawancara tanggal 22 
September 2016).  
Pernyataan yang senada dengan Kasi 
Kesejahteraan Desa Sarudu Ibu Marhuma 
berikut pernyataannya :  
“Kita memang tidak melaksanakan sosialisasi 
kepada masyarakat terkait dengan program 
ADD ini, karena kami berfikir perwakilan 
masyarakat sudah kita ajak rembug bersama 
untuk menentukan penggunaan ADD. 
(wawancara tanggal 26 September 2016).”  
Pernyataan yang senada dengan Ketua 
BPD Desa Sarudu Bapak Mustakim berikut 
pernyataannya :  
“Memang agak rancu sedikit tentang ADD 
ini, dari awal kami sampaikan/usulkan 
setelah ada hasil rapat mestinya pihak 
pemerintah dalam hal ini Kepala Desa 
memerintahkan kepada para Kepala 
Dusunnya untuk menginformasikan program 
ADD ini, karena program ADD ini mau tidak 
mau kita akan bersentuhan dengan 
masyarakat. (wawancara tanggal 30 
September 2016).”  
Wawancara dengan Tokoh masyarakat 
Desa Sarudu Bapak Haderu menyatakan 
bahwa :  
“Sama dengan Tahun lalu pak, ada protes 
dari masyarakat karena mereka tidak tahu 
adanya kegiatan seperti ini tiba-tiba langsung 
mau dilaksanakan, termasuk ada beberapa 
Dusun yang protes terkait dengan 
pengalokasian anggaran yang tidak merata. 
(wawancara tanggal 1 Oktober 2016).”  
Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan para informan di 
atas dapat diketahui bahwa kurang adanya 
intensitas sosialisasi kebijakan ADD karena 
sosialisasi hanya dilakukan oleh Tim 
Kabupaten kepada Camat, Kepala Desa, BPD, 
LPMD, sedangkan sosialisasi dari Kepala 
Desa kepada Perangkat Desa dan warga 
masyarakat lainnya tidak ada. 
Kejelasan komunikasi mengenai 
kejelasan pesan yang yang diterima para 
pelaksana (street-level-bureuacrats) haruslah 
jelas dan tidak membingungkan, begitu yang 
disampaikan oleh para Implementor atau 
pelaksana program, karena apabila 
komunikasi tidak terlaksana dengan baik akan 
menyebabkan tujuan penyelenggaraan 
kebijakan yang ditetapkan tidak tercapai.  
Berikut hasil wawncara dengan Bapak 
Muhammad Sarjan,S.Sos Kepala Bidang 
Pemerintahan Desa menyatakan ,bahwa : 
 “ Mengenai kejelasan informasi 
tentang ADD saya kira kami dari pihak 
Kantor BPMPD sudah lebih dari maksimal, 
Kami sudah membagikan Buku-buku petunjuk 
Teknis tentang pengelolaan dan pelaporan 
ADD, diadakannya sosialisasi, juga kami 
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lakukan pendampingan. (wawancara 12 
September 2016).” 
Adapun hasil wawancara dengan Sekretaris 
Desa Sarudu Bapak Bohari menyatakan 
bahwa: 
“Masalah penggunaan dana ADD, kami 
sebagai Sekretaris Desa tidak mengalami 
berbagai kesulitan, namun pada tataran 
administrasi pertanggungjawaban keuangan, 
terus terang kami masih mengalami masalah 
dalm pembuatan SPJ” (wawancara tanggal 
22 September 2016).  
Dan adapaun pernyataan Ketua BPD 
Desa Sarudu Bapak Mustakim bahwa:  
“Tidak ada masalah dan saya kira sudah 
jelas semua pak penggunaan dana ADD 
inikan sudah termuat dalam APBDesa” 
(wawancara tanggal 30 September 2016). 
Sedangkan Kasi Kesejahteraan Sarudu 
Desa Ibu Marhuma juga memberikan 
pernyataan yang senada sebagai berikut :  
“Karena sudah kesekian kalinya kita 
mengelola ADD sehingga menurut saya 
sudah tidak ada lagi bahasa tidak jelas, 
namun pengelolaan secara terbuka saya kira 
masih kurang” (wawancara pada tanggal 26 
September 2016). 
Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan para informan di 
atas dapat diketahui bahwa terdapat adanya 
kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan 
ADD. 
Konsistensi Pesan adalah perintah yang 
diberikan dalam pelaksanaan haruslah 
konsisten dan jelas untuk ditetapkan dan 
dijalankan, apabila sebuah perintah tidak 
konsisten atau berubah-ubah maka akan 
mengakibatkan kebingungan oleh para 
pelaksana dilapangan. 
Untuk melihat sejauhmana konsistentas 
pelaksanaan Kebijakan Alokasi dana Desa 
(ADD) di Desa sarudu, peneliti melakukan 
wawancara dengan beberapa responden 
diantaranya : 
Wawancara dengan Kepala Desa 
Sarudu, Bapak Syukurjaya berkaitan dengan 
konsisitensi ADD menyatakan bahwa :  
“Pengelolaan ADD ini kita diikat oleh 
Undang-undang dan Peraturan Bupati 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pengelolaan ADD. Dan saya kira terkait 
dengan konsistensi ya pastilah. Namun dari 
teknis dilapangan memang kadang-kadang 
ada program yang dianulir ulang dan itupun 
kami lakukan pembicaraan atau koordinasi 
dengan pihak-pihak terkait” (wawancara 
tanggal 19 September 2016). 
Sementara itu ketika ditanyakan tentang 
konsistensi penyampaian pesan, oleh Ketua 
BPD Desa sarudu bapak Mustakim 
memberikan pernyataan berikut :  
“Biasa memang hasil sosialisasi dan hasil 
rapat dengan pemerintah Desa Sarudu 
sebagai pelaksana Kegiatan ADD tidak sama 
dengan pelaksanaan dilapangan, dengan 
alasan adakan kendala/non teknis. Padahal 
aturan yang disampaikan oleh pihak 
Pemerintah Kabupaten (BPMPD) sudah 
jelas. (wawancara pada tanggal 30 
September 2016).  
Sedangkan Sekretaris Desa Sarudu 
Bapak Bohari menyatakan:  
“Hal-hal yang tidak diperkenankan dalam 
pelaksanaan ADD sudah kami patuhi semua, 
hal itu dikarenakan sosialiasi sangat jelas 
dan juga sesuai penjelasan bapak Camat. 
Tapi kalau ada kendala dilapangan yang 
tidak sama dengan perencanaan awal kami 
juga koordinasikan( wawancara tanggal 25 
Oktober 2016). 
Ketika pernyataan dari para informan 
mengenai konsisitensi informasi ini 
disampaikan kepada Kepala Bidang 
Pemerintahan Desa Bapak Muhammad sarjan, 
S.Sos, beliau membenarkan pernyataan para 
informan, berikut pernyataannya :  
“Dari awal kami tekankan jangan ada yang 
coba-coba keluar dari aturan tentang 
pengelolalaan ADD, karena itu sangat 
berbahaya. Dan memang saya perhatikan di 
Desa sarudu tidak ada perbedaan informasi 
dan perintah mengenai ADD semua 
disesuaikan dengan Peraturan Bupati  
(wawancara tanggal 17 Oktober 2016) 
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Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan para informan di 
atas dapat disimpulkan bahwa telah ada 
konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan 
yang saling bertentangan. Dari hasil 
penelitian fenomena komunikasi di atas, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : Intensitas 
sosialiasi kebijakan ADD masih kurang 
karena sosialisasi hanya dilaksanakan oleh 
Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada 
kepada Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, 
sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa 
kepada perangkat Desa dan warga masyarakat 
lainnya tidak ada. Adapun kejelasan 
informasi, hasil penelitian terungkap bahwa 
ketentuan dalam petunjuk teknis ADD telah 
jelas diterima oleh para pelaksana. Dan terkait 
dengan konsistensi pesan, artinya memang 
tidak ada pesan kebijakan yang saling 
bertentangan antara satu perintah kebijakan 
dengan perintah yang lain, tetapi ditataran 
pelaksanaan masih terdapat ketidak 
konsistenan, dimana kadang para pelaksana 
menganulir program yang akan dlaksanakan 
dengan alasan nonteknis. 
2. Sumber Daya 
Walaupun isi Kebijakan sudah 
diinplementasikan secara jelas dan konsisiten, 
tetapi apabila implementor kekurangan 
sumberdaya untuk melaksanakan, 
inplementasi tidaka akan berjalan efektif. 
Sumberdaya tersebut dapat berwujud 
sumberdaya manusia, yaitu kompetensi 
implementor, dan sumberdaya financial. 
Sumberdaya adalah factor penting untuk 
implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa 
sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas 
menjadi dokumen saja. 
Kemampuan Sumber Daya Manusia 
atau staf adalah sumber yang paling penting 
dalam melaksanakan kebijakan publik, yang 
perlu diingat terkait dengan staf adalah 
jumlah staf dalam melaksanakan kebijakan, 
sekalipun jumlah tidak selamanya mempunyai 
efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal 
yang menyebabkan keberhasilan suatu 
kebijakan terkait staf adalah  kompetensi atau 
kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai 
atau staf. Kasus rendahnya kualitas pelayanan 
dan pelaksanaan kebijakan public adalah 
kebanyakan disebabkan kualitas para 
implementor dalam melaksanakan program 
yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan. 
Dalam hal sumber daya pendukung 
Implementasi kebijakan ADD di  Desa 
Sarudu, para informan mempunyai tanggapan 
yang beragam, namun mereka sepakat perlu 
adanya peningkatan sumber daya, baik 
sumber daya manusia maupun yang lainnya. 
Lebih lanjut tentang sumber daya ini disajikan 
dalam hasil penelitian berikut ini: 
Hasil wawancara terkait dengan 
kemampuan sumber daya manusia oleh 
Kepala Bidang Pemerintahan Desa. BPMPD  
bapak Muhammad Sarjan, S.Sos menyatakan 
bahwa: 
“Ini yang menjadi kendala kita terkait 
Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 
Desa dimana pendidikan dari para pelaksana 
ADD sangat mempengaruhi kualitas 
pelaksanaan ADD. Ketika mereka kita ajak 
untuk tepat waktu, tepat administrasi mereka 
lambat untuk mengikuti terutama masalah 
penyusunan anggaran dan 
pertanggungjawaban. (wawancara pada 
tanggal 12 September 2016).  
Hasil wawancara yang senada juga 
disampaikan oleh Sekretaris Desa Sarudu 
Bapak Bohari , sebagai berikut :  
“Terus terang sekalipun beberapa kali saya 
ikuti pelatihannya tetapi saya masih kesulitan 
dalam penyusunan APBDes dan SPJ yang 
baik, meskipun demikian dengan kemampuan 
dan hasil seadanya kami mampu selesaikan” 
(wawancara tanggal 22 September 2016). 
Sedangkan wawancara dengan Kasi 
Kesejahteraan Desa Sarudu Ibu Marhuma, 
menyatakan :  
”Namanya kita masih tahap pembelajaran 
pak, jadi soal Sumberdaya manusia atau 
kemampuan sangat dimaklumi kalau masih 
sangat kurang. Apalagi Desa Sarudu ini 
terkait dengan Administrasi bertumpu pada 
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Sekretaris Desa” (wawancara Pada tanggal 
30 September 2016).  
Sedangkan pernyataan dari beberapa 
informan yang berhubungan dengan 
pelaksanaaan kebijakan ADD Desa Sarudu. 
Wawancara dengan Ketua BPD Desa 
sarudu bapak Mustakim menyatakan bahwa :  
“Sering kami kritisi terkait dengan 
sumberdaya, baik staf maupun sarana 
penunjang lainnya. Dimana dengan 
menyusun skala prioritas saja, pihak 
pemerintah Desa sering keawalahan. terlihat 
banyaknya usulan warga yang belum 
diakomodir dalam kegiatan ADD.” 
(wawancara pada tanggal 30 September 
2016). 
Wawancara selanjutnya dengan Camat 
Sarudu bapak Ali Umum, S.Sos, M.Si 
memberikan pernyataan sebagai berikut :  
“Kecamatan sering memfasilitasi 
permasalahan pelaksanaan ADD karena 
Kepala Desa dan Perangkatnya kurang 
mampu untuk menyelesaiakan dengan cepat” 
(wawancara tanggal 16 September 2016).  
Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan para informan di 
atas dapat diketahui bahwa kemampuan 
sumber daya manusia sebagai pelaksana 
kebijakan ADD masih rendah, sehingga 
mempengaruhi kemampuan mereka untuk 
menidentifikasi dan menyelesaikan masalah 
dengan cepat, dan mereka belum mempunyai 
kemampuan untuk mendorong masyarakat 
berpartifasi dalam pembangunan. 
Fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana 
Pendukung Implementasi Kebijakan Alokasi 
Dana Desa, pada prinsipnya para informan 
menyadari bahwa permasalahan utama 
pelaksanaan ADD adalah kurang adanya 
dukungan dana dari pendapatan Desa lainnya, 
sebagaimana pernyataan Camat Sarudu Bapak 
Ali Umum, S.SoS, M.Si menyatakan bahwa :  
“Yang menjadi permasalahan utama di Desa 
Sarudu adalah  tidak dapat mengandalkan 
pendapatan dari kekayaan Desa karena 
potensi Desa yang minim (wawancara 
tanggal 16 September 2016).  
Demikian juga Sekretaris Desa Sarudu 
Bapak Bohari menyatakan :  
“Yang menjadi pekerjaan rumah Desa sarudu 
selama ini adalah kurangnya pendapan Desa, 
sehingga sarana sebagai pendudkung dalam 
pelaksanaan Alokasi dana Desa sangat minim 
( wawancara pada tanggal 22 September 
2016). 
Sedangkan dukungan sarana dan 
prasarana lainnya dalam pelaksanaan ADD 
menurut Kasi Kesejahteraan Desa Sarudu 
Marhumah adalah sebagaimana pernyataan 
berikut ini:  
“sarana dan prasarana Desa Sarudu sebagai 
penunjang pelaksanaan pemerintahan 
sangatlah kurang, seperti perlengkapan 
gedung kantor Desa masih terbatas, sepeda 
motor dinas, peralatan kantor dan ATK, 
termasuk dalam mendukung pelaksanaan 
ADD agar menjadi lancar” (wawancara pada 
tanggal 30 September 2016). 
Sedangkan Ketua BPD Desa Sarudu 
Bapak Mustakim memberikan pernyataan 
sebagai berikut:   
“Kalau berbicara sarana dan prasarana pasti 
sangat kurang, kami dari anggota BPD 
sebagai mitra kerja dengan Pemerintah Desa 
merasakan sangat kekurangan itu, sepert 
fasilitas kantor, dan kendaraan roda dua. 
(wawancara pada tanggal 30 September 
2016).  
Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan para informan di 
atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas 
pendukung kebijakan ADD berupa anggaran 
dari pendapatan Desa lainnya tidak ada, dan 
penelitian sarana dan prasarana, sepeda 
motor, meja, kursi masih kurang. namun 
demikian hasil penelitian menunjukkan 
adanya dukungan sarana dan prasarana berupa 
gedung, dan ATK. Dari hasil penelitian 
fenomena sumber daya di atas, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : Hasil penelitian 
terhadap sumber daya manusia terungkap 
tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, 
artinya secara kemampuan sumber daya 
mereka rendah sehingga mempengaruhi 
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kemampuan mereka untuk mengidentifikasi 
dan menyelesaikan masalah dengan cepat. 
Dan tentunya mempengaruhi pelaksanaan 
ADD dalam hal kemampuan untuk 
menggerakkan masyaraka untuk 
berpartisifasi.  
Sedangkan hasil penelitian terhadap 
fasilitas pendukung terungkap bahwa 
dukungan anggaran dari pendapatan Desa 
lainnya dan sarana sepeda motor, meja, kursi 
tidak ada, namun demikian hasil penelitian 
menunjukkan adanya dukungan sarana dan 
prasarana berupa gedung, dan ATK. 
 
3. Sikap Pelaksana 
Sikap Pelaksana adalah watak dan 
karateristik yang dimiliki oleh implementor, 
seperti komitmen, kejujuran, dan sipat 
demokratis. Apabila implementor memiliki 
sikap yang baik, maka dia akan menjalankan 
kebijakan dengan baik seperti apa yang 
diharapkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 
implementor memiliki sikap atau perspektif 
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, 
maka proses implementasi kebijakan juga 
menjadi tidak efektif. 
Dalam hal sikap pelaksana, para 
informan mempunyai tanggapan yang senada, 
yaitu terdapat sikap pelaksana yang 
mendukung pelaksanaan ADD. Lebih lanjut 
tentang sikap pelaksana ini disampaikan oleh 
para informan sebagai berikut : 
Persepsi Pelaksana terhadap kebijakan 
ADD disampaikan oleh Kepala Desa Sarudu 
Bapak Syukurjaya menyatakan bahwa :  
“kalau berbicara sikap kami sebagai 
pelaksana kebijakan ADD kami sangat 
bersyukur dan mendukung program 
pemerintah.  Saya berharap ADD tahun-
tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi 
karena bagi kami dana tersebut sangat 
berguna” (wawancara pada tanggal 24 
Oktober 2016).  
Pernyataan senada juga disampaikan 
oleh Sekretaris Desa Sarudu Bapak Bohari 
sebagai berikut pernyataannya :  
“Kami akan mendukung sepenuhnya, karena 
program ADD ini penting sekali pak karena 
sangat dibutuhkan bagi Desa kami”  
(wawancara tanggal 24 Oktober 2016). 
Senada hasil wawancara lainnya juga 
disampaikan oleh Camat Sarudu Bapak Ali 
Umum, S.Sos, M.Si menyatakan:  
“Program ADD adalah lompatan yang 
sangat jauh untuk Desa-Desa. Saya yakin 
semua Kepala Desa di wilayah Kecamatan 
Sarudu khususnya Desa Sarudu akan 
memiliki persepsi yang sama terhadap 
kebijakan ADD, yaitu mendukung sepenuhnya 
bahkan berharap dananya akan semakin 
ditingkatkan. Dan Kami dari pihak 
Kecamatan pun akan mendukung 
sepenuhnya” (wawancara tanggal 20 
Oktober 2016).  
Sedangkan hasil wawancara dengan 
Kasi Kesejahteraan Desa Sarudu Ibu 
Marhumah menyatakan :  
“Semua Pemerintah Desa dan Masyarakat 
saya yakin sangat mengharapkan Program 
ADD ini dan berharap banyak bahwa 
Pemerintah Kabupaten akan terus membuat 
kebijakan pemberian ADD kepada Desa 
Sarudu agar lebih ditingkatkan lagi 
anggarannya” (wawancara tanggal 25 
Oktober 2016). 
Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan para informan 
diatas dapat disimpulkan bahwa para 
pelaksana kebijakan ADD mempunyai 
persepsi yang sangat mendukung dan 
mengharapkan dana ADD terus digulirkan 
bahkan ditingkatkan. 
Respon Pelaksana, jika pelaksanaan 
suatu kebijakaningin efektif, maka para 
pelaksana kebijakan tidak hanya harus 
mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi 
juga harus memiliki kemampuan untuk 
melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya 
tidak terjadi bias. Untuk mengukur Sikap dari 
segi responsipitas para pelaksana kegiatan 
dilihat dari kemampuan peneliti melakukakn 
wawancara dengan Ketua BPD Desa Sarudu 
Bapak Mustakim, menyatakan bahwa:  
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“Saya kira para pelaksana kegiatan seperti 
pak Desa beserta aparat Desa sangat 
merespon terhadap ADD, buktinya mampu 
memanfaatkan dana ADD yang kecil untuk 
membangun sarana kebutuhan masyarakat, 
seperti jalan, plat dekker. (wawancara pada 
tanggal 25 Oktober 2016).  
Sedangkan Tokoh masyarakat Bapak 
Haderu  memberikan pernyataan sebagai 
berikut:  
“Memang kita lihat bahwa tiap Tahun banyak 
peningkatan pembangunan yang dilakukan 
oleh Kepala Desa melalui anggaran ADD, 
dan kami berharap terus berlanjut dan lebih 
banyak lagi melibatkan masyarakat dalam 
pembangunan. ( wawancara pada tanggal 26 
Oktober 2016).  
Adapun hasil wawancara dengan 
Sekretaris Desa Sarudu Bapak Bohari juga 
mempunyai pernyataan bahwa:  
“Kalau kesanggupan dalam merealisasikan 
pekerjaan saya kira Desa Sarudu bisa dikatan 
sangat baik, terbukti sebelum pencairan ADD 
tahap ke tiga kami sudah sanggup 
menyelesaikan kegiatan sampai seratus 
persen”  (wawancara pada tanggal 24 
Oktober 2016). 
Sedangkan pernyataan informan yang 
menyatakan kurangnya respon pelaksana 
terhadap kebijakan ADD, sebagaimana 
pernyataan Camat Sarudu Bapak Ali Umum, 
S.Sos, M.Si berikut ini :  
“Pekerjaan ADD di Desa sarudu menurut 
pantauan kami cukup baik, tetapi 
persoalannya menurut pengamatan saya 
kurang respon terhadap ADD karena beliau 
sering terlambat memberi tahu pelaksanaan 
ADD kepada masyarakat dan bahkan 
terkadang tidak melaporkan realisasi 
anggaran ADD di kecamatan (wawancara 
pada tanggal 20 Oktober 2016). 
Ketika pernyataan informan yang 
berbeda tersebut di atas dikonfirmasikan 
dengan pernyataan Kepala Bidang 
Pemerintahan Desa Bapak Muhammad 
Sarjan, S.Sos menyatakan bahwa:  
“Khusus Desa-Desa yang jauh dari 
Kabupaten seperti Desa Sarudu, mungkin 
pekerjaannya bisa digenjot, namun ya ada 
yang kurang respon, buktinya untuk 
melengkapi persyaratan pencairan ADD saja 
susahnya bukan main bahkan kadang kami 
turun langsung untuk meminta laporan 
realisasinya” (wawancara tanggal 17 
Oktober 2016).  
Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan para informan di 
atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua 
pelaksana memiliki respon baik terhadap 
kebijakan ADD, karena menganggap dana 
ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun. 
Demikian pula tindakan Pelaksana 
kebijakan yang merupakan tindakan nyata 
yang dilakukan oleh para implementor dalam 
melaksanakan program ADD. Meskipun ada 
pelaksana kebijakan ADD yang kurang 
respon, namun semua informan menyatakan 
bahwa pelaksana ADD telah membuat 
kegiatan dan langkah-langkah, sebagaimana 
pernyataan Kepala Desa Sarudu Bapak 
Syukurjaya menyatakan :  
“Dana ADD kami manfaatkan yang tiga 
puluh persen untuk operasional 
Pemerintahan Desa sedangkan tujuh puluh 
persen untuk pemberdayaan masyarakat, 
antara lain untuk membangun jalan dan 
jembatan ( wawancara pada tanggal 24 
Oktober 2016). 
Sedangkan hasil wawancara dengan 
Sekretaris Desa Sarudu Bapak Bohari 
menyatakan bahwa :  
“Kami bekerja sesuai dengan apa yang ada 
dalam APBDesa karena petunjuk tentang 
pengelolaan ADD sudah seperti itu pak  
(wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016). 
Sedangkan hasil wawancara dengan 
Camat Sarudu Bapak Ali Umum, S.Sos, M.Si 
juga memberikan pernyataan yang senada, 
berikut pernyataannya :  
“Mengenai masalah rancangan kegiatan, 
saya kira sesuai dengan petunjuk, Desa-Desa 
sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu 
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melakukan rapat perencanaan. (wawancara 
pada tanggal 20 Oktober 2016).  
Demikian juga ada pernyataan yang 
senada dari Kasi Kesejahteraan Desa Sarudu 
Ibu Marhuma sebagai berikut :  
“Dalam rapat perencanaan semua sudah 
dirancang dengan baik, termasuk kegiatan 
untuk operasional Pemerintahan Desa 
maupun untuk pemberdayaan masyarakat dan 
pembangunan sarana lainnya” (wawancara 
pada tanggal 25 Oktober 2016).  
Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan para informan di 
atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana 
telah memiliki tindakan dan langkah-langkah 
berupa kegiatan penyusunan APBDesa, serta 
membuat kegiatan untuk menunjang 
operasional pemerintahan Desa dan juga 
kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat 
berupa pembangunan balai Desa, jalan dan 
jembatan. Berdasarkan pada hasil penelitian 
fenomena sikap pelaksana di atas, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
Hasil penelitian terungkap bahwa para 
pelaksana memiliki kemauan yang baik 
terhadap kebijakan ADD dan sangat 
mendukung serta mengharapkan dana ADD 
terus digulirkan bahkan ditingkatkan. 
Demikian juga dalam hasil penelitian 
terungkap bahwa tidak semua pelaksana 
memiliki respon baik terhadap kebijakan 
ADD, karena menganggap dana ADD sudah 
menjadi rutinitas setiap tahun. Namun 
demikian hasil penelitian juga memperoleh 
kesimpulan bahwa para pelaksana telah 
memiliki tindakan dan langkah-langkah 
berupa kegiatan penyusunan APBDesa, serta 
membuat kegiatan untuk menunjang 
operasional pemerintahan Desa dan juga 
kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat 
berupa pembangunan balai Desa, jalan dan 
jembatan. 
 
4. Struktur Organisasi Pelaksana 
Struktur Organisasi  
Dalam hal struktur organisasi pelaksana 
kebijakan organisasi, para informan 
mempunyai tanggapan yang senada, yaitu 
telah adanya struktur organisasi pelaksana 
kebijakan ADD. Meskipun demikian perlu 
adanya pembagian tugas yang jelas dari para 
pelaksana ADD. Lebih lanjut hasil penelitian 
tentang struktur organisasi pelaksana 
kebijakan ADD ini disampaikan oleh para 
informan sebagai berikut : 
Pembentukan Struktur Organisasi hasil 
penelitian penulis terhadap pembentukan 
struktur organisasi pelaksana ADD 
sebagaimana disampaikan oleh Penjabat 
Kepala Desa Sarudu (Ali Umum,S.Sos,. 
M.Si) berikut ini :  
“Sudah ada struktur organisasi dalam 
pelaksanaan ADD dan hal itu diatur dalam 
Peraturan Bupati” (wawancara tanggal 5 
Oktober 2016). 
Sedangkan Sekdes Sarudu (Bohari) 
memberikan pernyataan sebagai berikut:  
“Ada strukturnya, saya selaku Koordinator 
Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa, 
dan sudah di SK kan Tim Pengelola Kegiatan 
dengan Susunan Ketua, Sekretaris dan 
Anggota” (wawancara tanggal 5 Oktober 
2016). 
Pernyataan senada juga disampaikan 
oleh  Kabid Pemerintahan Desa  Bapak 
Muhamammad Sarjan, S.sos sebagai berikut :  
“Sesuai dengan petunjuk teknis sudah 
terdapat Tim Pengelola Kegiatan ADD di 
tingkat Desa (wawancara tanggal 5 Oktober 
2016).  
Pernyataan lain yang senada juga 
disampaikan oleh Kepala Desa Sarudu 
(Syukurjaya) sebagai berikut :  
“Desa Sarudu telah membentuk Tim 
Pengelola Kegiatan ADD bahkan ada honor 
untuk mereka” (wawancara tanggal  Oktober 
2016). 
Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan para informan di 
atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan 
struktur organisasi pengelola kegiatan ADD 
telah dilakukan sesuai dengan Peraturan 
Bupati. 
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Pembagian Tugas.  hasil penelitian 
terhadap pembagian tugas dalam organisasi 
pelaksana para informan memberikan 
pernyataan yang senada. Adapun pernyataan 
Ketua BPD Desa Sarudu (Mustakim) sebagai 
berikut:  
“Dalam Peraturan Bupati seharusnya 
pelaksanaan ADD melibatkan Lembaga 
Kemasyarakatan, namun kenyataannya BPD 
tidak pernah dilibatkan” (wawancara tanggal 
25 Oktober 2016).  
Ketua BPD Desa Sarudu (Mutakim) 
memberikan pernyataan yang senada, sebagai 
berikut pernyataannya :  
“Menurut saya tidak ada pembagian tugas 
yang jelas, sehingga sepertinya pak Desa dan 
pak Sekdes saja yang menangani semua” 
(wawancara tanggal 6 Oktober 2016).  
Adapun Kasi Kesejahteraan Desa 
Sarudu (Marhumah) juga memberikan 
pernyataan yang senada, yaitu :  
“Saya kurang paham apa-apa tentang tugas 
Sekdes dalam pelaksanaan ADD, yang 
penting dapat SPJ selesai” (wawancara 
tanggal 25 Oktober 2016). 
Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan para informan di 
atas dapat disimpulkan bahwa pelaksana 
ADD belum melakukan pembagian tugas, 
sehingga BPD dan Sekretaris Desa, aparat 
Desa lainnya tidak mengerti akan tugas dan 
kewenangannya dalam pelaksanaan ADD. 
Koordinasi Para Pelaksana kebijakan. 
Hasil penelitian penulis terhadap koordinasi 
para pelaksana kebijakan ADD disampaikan 
dalam pernyataan Ketua BPD  Desa Sarudu 
(Mustakim), sebagaimana pernyataan berikut:  
“Pak Sekdes itu sukanya bekerja sendiri 
sehingga saya tidak tahu apa yang mesti saya 
kerjakan dalam pelaksanaan ADD” 
(wawancara tanggal 7 Oktober 2016).  
 Sedangkan Sekretaris Desa Sarudu 
Bapak Bohari memberikan pernyataan terkait 
koordinasi pelaksana ADD sebagai berikut :  
“Pak Desa memang menugaskan saya untuk 
menyelesaikan SPJ pelaksanaan ADD, tapi 
saya tidak bisa menyelesaikan karena 
dananya dipakai apa saja tidak pernah 
diberitahukan saya secara rinci nanti mau di 
SPJkan baru dijelaskan rinciannya  
(wawancara tanggal 26 Oktober 2016). 
Adapun Ketua BPD Desa Sarudu 
(Mustakim) memberikan pernyataan yang 
hampir senada, berikut pernyataannya :  
“Saya perhatikan mereka tidak berkoordinasi 
karena pak Sekdes bilang ADD boleh untuk 
bangunan fisik, tapi disisi lain sebagian 
warga menginginkan ada pembinaan atau 
pelatihan keterampilan” (wawancara tanggal 
7 Oktober 2016). 
 Ketika pernyataan informan yang 
berbeda tersebut dikaitkan dengan pernyataan 
Kabid Pemerintahan Desa  Bapak 
Muhamammad Sarjan, S.sos didapat 
penjelasan yang sama, berikut pernyataannya:  
“Sebenarnya dalam Peraturan Bupati tentang 
ADD telah diatur pembagian tugas diantara 
para pelaksana kegiatan ADD, namun 
persoalan koordinasi sering tidak jalan. Hal 
ini sering disebabkan kurang saling percaya 
(wawancara tanggal 8 Oktober 2016). 
Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan para informan di 
atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi 
tidak dilakukan dengan baik di antara para 
pelaksana ADD salah satu penyebab 
dikarenakan adanya ketidakpercayaan di 
antara mereka. Berdasarkan pada hasil 
penelitian fenomena struktur organisasi 
pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa telah ada pembentukan Tim Pengelola 
Kegiatan ADD sesuai dengan petunjuk 
Peraturan Bupati. 
Namun demikian hasil penelitian 
terungkap bahwa tidak semua pelaksana ADD 
belum melakukan pembagian tugas, sehingga 
BPD dan Sekretaris Desa tidak mengerti akan 
tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan 
ADD. Demikian juga hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa koordinasi tidak 
dilakukan dengan baik diantara para 
pelaksana ADD salah satu penyebab 
dikarenakan adanya ketidakpercayaan di 
antara mereka. 
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Dari hasil wawancara dan beberapa 
penjelasan diatas tentang struktur birokrasi 
pada Implementasi Alokasi dana Desa Pada 
Desa Sarudu kecamatan Sarudu Kabupaten 
Mamuju Utara belum efektif, masih terlihat 
pembagian tugas belum merata dan Satandar 
Operasional Prosedur (SOP) belum berjalan 
dengan baik. Kemudian secara 
tanggungjawaban juga masih sering 
bermasalah. 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu 
terlihat Intensitas sosialiasi kebijakan ADD 
masih kurang karena sosialisasi hanya 
dilaksanakan oleh Tingkat Kabupaten yang 
ditujukan kepada kepada Camat, Kepala 
Desa, BPD, LPMD, sedangkan sosialisasi dari 
Kepala Desa kepada perangkat Desa dan 
warga masyarakat lainnya tidak ada. Ditataran 
pelaksanaan masih terdapat ketidak 
konsistenan, dimana kadang para pelaksana 
menganulir program yang akan dlaksanakan 
dengan alasan nonteknis. Bahwa fasilitas 
pendukung kebijakan ADD berupa anggaran 
dari pendapatan Desa lainnya tidak ada, dan 
penelitian sarana dan prasarana, sepeda 
motor, meja, kursi masih kurang. Hasil 
penelitian terhadap sumber daya manusia 
terungkap tingkat kemampuan pelaksana 
tidak merata, artinya secara kemampuan 
sumber daya mereka rendah sehingga 
mempengaruhi kemampuan mereka untuk 
mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 
dengan cepat. Struktur Birokrasi ini adalah 
belum adanya pembagian tugas di antara Tim 
Pengelola Kegiatan ADD dan kurangnya 
koordinasi Tim Pengelola Kegiatan ADD. 
 
 
Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil 
penelitian yang telah dikemukakan di atas, 
maka dapat diberikan saran-saran yang 
nantinya diharapkan dapat memperbaiki 
ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD 
di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu masa 
datang, saran-saran dimaksud adalah : 
1. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD 
diberikan kepada masyarakat luas sehingga 
setelah memahami kebijakan ADD, 
masyarakat juga akan lebih mudah untuk 
diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan 
ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan 
ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD 
sesuai dengan ketentuan yang ada. 
2. Para pelaksana ADD diberikan 
peningkatan pengetahuan melalui 
pendidikan dan latihan, khususnya yang 
menyangkut pengelolaan keuangan Desa. 
Sedangkan untuk mempercepat pembuatan 
SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta 
mengurangi kesalahan dalam pembuatan 
dokumen, perlu dibangunnya sistem 
aplikasi komputer yang memungkinkan 
akurasi dan kecepatan data. 
3. Kegiatan ADD yang berbentuk 
pemberdayaan masyarakat dilaksanakan 
oleh kelompok-kelompok masyarakat 
(Pokmas). Hal ini diharapkan akan 
memberikan kesadaran pada masyarakat 
bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan 
pemerintah Desa namun untuk kepentingan 
masyarakat. 
4. Perlu adanya pengaturan yang jelas 
mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(LPMD) khususnya dalam pelaksanaan 
ADD, sehingga LPMD tidak diartikan 
sebagai ”second line” yaitu jika 
dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak 
dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai 
”lembaga konspirasi” untuk menjaga 
kepentingan politik kepala Desa dan 
perangkatnya, khususnya dalam menyusun 
rencana pemanfaatan ADD. 
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